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WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHULUN 20\%

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3-A TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

: \

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaém
dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan, peﬂ‘lu
adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota
Nomor 3-A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Da{!la
Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3-A
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2013; |

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tel
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang . . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

" |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor @2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaﬂa.n
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588); %n

li

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lemb ran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8); ET
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surak
Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);

16.Peraturan . . .



Menetapkan

<3

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata
Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kata

Surakarta Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3-A TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Nomor 3-A
Tahun 2013 tentang Pedoman  Pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: |

Pasal 11
(1) Pencairan DPK tahap kedua setelah laporan

pertanggungjawaban tahap pertama disampaikan kepada
Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.“

(2) Laporan pertanggungjawaban DPK tahap pertama palipg
lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai.

(3) Pencairan tahap kedua paling lambat tanggal 20
Desember 2013.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tang%al
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Ju|i 8012

WALIKOTA SURAKARTA, /

¢
~

FX. HADI RUDYATMO 1
(.
P



Diundangkan di Surakarta .
pada tanggal a7 Juli 2013

ERAH KOTA SURAKARTA

0

BUDI SUHARTO
ERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 20% NOMOR Q26

SEKRETARIS

BERITA
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